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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL
DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Mukti Fajar ND
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

muktifajar_umy@gyahoo.co.id

ABSTRACT

ASEAN countries will enter the era of free trade through the agreement of ASEAN Economic Community
Blueprint. This agreement will open the free flow of trade in goods, services, investment, capital and skilled labor.
Regarding the investment, in particularly, all countries will apply the principles of the National Treatment and
Most Favoured Nation. It means that all conntries will give equal treatment between foreign investors and local
investors. This poses a problem for Indonesian government on policy strategies to provide prolection for local
investors. This paper will use the normative juridical method for the discussion. However, to complete the analysis,
enpirical facts will also be carried fo sharpen the argument. Based on the normative analysis, the result showed that
Indonesian government has taken various sirategies throughout legal instruments related fo the investmient law.
Local investor protection is conducted by providing limits to the field of businesses, investment and divestment

requirenents for foreign investors.
ABSTRAK

Negata negara ASEAN akan memasuki era pasar bebas melalui perjanjian ASEAN Economic
Community Blueprint. Pernjanian ini akan membuka arus bebas perdagangan barang, jasa,
investasi, modal, dan tenaga kerja teratih.Khusus mengenai investasi, semua negara akan
menerapkan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation. Dimana semua negara akan
memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor lokal. Hal ini menimbulkan
persoalan bagi pemerintah Indonesia mengenai strategi kebijakan untuk memberkan
perlindungan bagi investor lokal. Tulisan ini akan dibahas secara yuridis normative. Namun
untuk melengkapi analisis, fakta fakta empitis juga akan disajikan untuk mempertajam
pembahasan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa secara normative , pemerintah Indonesia
telah melakukan berbagai strategi melalui intrumen hukum yang berkiatan dengan hukum
investasi. Perlindungan investor lokal tersebut dilakukan dengan memberikan batasan bidang

usaha, syarat investasi dan divestast saham bagi investor asing.

~11 ~
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A Latar Belakang

Tahun 2015, Negara Negara di ASEAN mempersiapkan diri untuk menghadapi ASEAN
Economic Community (Selanjutnya ditulis AEC). Sebuah petjanjian internasional yang dilakukan
berdasatkan prinsip liberalisasi pasar  (free market). Untuk mewujudkan AEC, seluruh negara
ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan. ASEAN akan terbuka untuk arus bebas (free
Jlow) atas perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih.'

Petjanjian tersebut  ditandatangani para pemipin negara ASEAN di Singapura 20
November 2007 yang lebih dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.?
Dalam perjanjian tersebut dijelaskan adanya  rencana ketja strategis menuju terbentuknya
integrasi ekonomi ASEAN. AEC Blueprint memuat 4 kerangka utama (empat pilar) betisi rencana
kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju
tetbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :*

2)  Menuju single market dan production base (atus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa,
investasi, pckerja terampil, dan modal);

b)  Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition
policy, IPRs action plan, infrastructure development, I1CT, energy cooperation, laxation, dan
pengembangan UKM); ‘

¢ Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable
economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for
ASEAN Integration (IA1); dan

d)  Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan
ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Berkait dengan arus bebas investasi sebagai salah satu elemen dalam AEC, Indonesia telah
menyiapkan berbagai produk perundangn untuk menyelaraskan dengan semangat perjanjian
AEC. Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai kebijakan
turunannya telah disiapkan Pemerintah untuk menyambut era AEC.*

Namun kebijakan tersebut dinilai banyak pihak justra memberikan peluang bagi pihak asing

dan memperlemah posisi pelaku bisnis Indonesia.Beberapa diantaranya yaitu :

! Industri Nasional Jelang AEC 2015, Media Industri No 2 Tahun 2013 , hal 3

2 ASEAN Economic Community (AEC) Blucprint, (lakarta : ASEAN Sccretary, fanuary 2008 ) diunduh dari
www.ASEAN.org

* Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia . Diunduh dar
<ditjenkpidepdag.go.id> hal 9...lihat juga “Kerjasama Likonomi ASEAN” | tanpa nama , Diunduh dad www.kemlu.goid...
lebih lanjut dijelaskan bahwa Scbagai upaya untuk memfasiliasi perdagangan di ringkat nasional dan ASEAN sebagaimana
tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah  melakukan peluncuran National Single Window (NSW) dalam keranpka
ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut tencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009

! Dalam Undang Undang No 25 Tahun 2007 teatang Penanaman Modal pada butic menimbang huruf d discbutkan :
balwa dalars menghadapi percbaban perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia datam berbagat kerja sama internasional perl diciptakan

iklins penanaman rrodal yang kondusif, prosmotif, berikan kepastin hukmm, keadilan, dan efisien dengan tetap mensperbatikankepentingan
ekonomi nasional:

.
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Pertama : prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation® sebagai semangat AEC
menempatkan investor lokal harus bersaing secara bebas dengan investor Asing. Investor lokal
sebagai “ anak kandung - tidak diberikan perlindungan ketika bethadapan dengan “anak orang
lain” walaupun “dirumah sendiri”. . ,

Kedua, Bahwa AEC akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal. Melalui 5 arus
bebas setiap negara boleh menjual barang dan jasa , melakukan investasi menanamkan modalnya
serta mengirim tenaga ketja terdidiknya..Indonesia dengan’luasan wilayah 1.904.569 km2 dan
jumlah penduduk 240 juta jiwa metupakan kekuatan dan pasar yang besar . Gelombang atus
bebas ini bisa menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan masa depan ekonomi Indonesia.
Potensi Indonesia _tersebut bisa menjadi kekuatan tntuk menyerang atau justru menjadi sasaran
untuk diserang. - |

Ketiga, Indonesia yang menempati posisi urutan ke 5 tingkat kemajuan ekonomi setelah
Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam®, struktur industrinya masih dianggap kurang mampu
bersaing. Statistik yang kurang berimbang antara jumlah usaha besar dan menengah kecil dan
mikro (UMKM),” menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas keampuan befsaing di arus bebas
investasi. ) .

Sementara itu pemerintah dengan beban moral untuk menaati perjanjian AEC , haruslah
berusaha menyiapkan segala kepetluan. Baik persiapan pada aspek internal maupun eksternal.
Aspek internal berkait dengan produk barang dan jasa yang akan dijadikan unggilan dalam
kompetisi, serta berbagai instrument berapa kebijakan dan penataan administrative tatakelola
niaga. Sementara aspek ekternal berupa survey kemampuan Negara-negara pesaing dan mengenal
lebih jauh kondisi non bisnis yang bisa.mempengatuhi transaksi, seperti kebijakan Negara lain.
Bahkan persoalan sosial, budaya, politik dan juga agama, Karena perihal tersebut akan sangat

mempengatuhi terhadap pola konsumsi dan transaksi masyarakat. -

B. Rumusan Masalah ;

Dari uraian tetsebut diatas , artikel ini akan membahas permasalahan dari prespektf

hukum, kaitanya dengan berbagai kebijakan investasi dengan ramusan sebagai berikut: Bagaimana

5 Huala Adolf , Hukun Ekononi Infernasional ; Suatn Pengantar, ( Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), him 29-31 .

6 “Indopesia Teringkat 5 daci 8 Negara ASEAN”, Minggu 21 September 2014 diunduh  dad
http:/ /www.publicapos.com/ckonomi/2051-indoncsia-peringkat-5-dari-8-negara-ASEAN

7 Kementrian Koperasi dan  Udaha Kedl Dan  Menengah  Republik  Indonesia diunduh  dar
http:/ /www.depkop.go.id/index.phpPoption=com_phocadownload&view=scctions&Itemid =93

¢ Mukti Fajac ND | “Tmsestment Policies in ASEAN Islamsic Countries” , Paper of Tnternational Seminar Feeling Investment
Next Door: Oppostunitics and Feedback from Three ASEAN NMembers, at Univessity Chamber of Commerce , Bangkok
Thailand Aprl 24 2014 ... lihat jum Zulfadli, Agama, Pasar dan  Gaya [Hidup Masyarakat,
hitp:/ /padangckspres.co.id/2news=nherita&id=781... lihat juga Khamami Zada, Revolusi Agama, Modernitas, dan Pasar, Jurnal
Jamaah Islam Liberal http:/ /islamlib.com/ Psite=1&aid=1232&cat=content&cid=11&tile=revolusi-agama-modernitas-dan-pasar
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strategi kebyakan pemerinlah untwk memberikan perlindungan bagi investor lokal nienghadapi arus bebas
AEC 2.
Permasalahan tersebut akan dibahas dengan alur diskusi tentang prinsip dasar Perjanjian

AEC Blueprint dan berbagai mekanisme kebijakan penanaman modal di Indonesia.

C. Pembahasan
1. Kebijakan Investasi di Indonesia menghadapi Arus Bebas ASEAN Economic
Communitry

Anthoniy Reid menulis secara apik dan lengkap tentang Asia Tenggara. Dikatakannya
bahwa Asia tenggara adalah kesatuan fisik dan kesatuan manusia.” Sudah berabad abad yang lalu
mereka membangun ekonomi dan perdagangan dalam berbagai bidang."’ Negara negara Asia
Tenggara  secara signifikan membetikan pengaruh yang sangat berarti bagi pembangunan
ekonomi Asia. "'

Catatan inilah mungkin yang mengilhami para pemimpin negara negara ASEAN untuk
menciptakan kemakmuran bersama dikawasan ASEAN. Pada Konferensi Tingka Tinggi ASEAN
Ke 2 ASEAN di 15 Desember di Kuala Lumpur, telah disepakati adanya rencana besar untuk
membangun ASEAN Vision 2020.. Mimpi ini diwujudkan dengan cara mer;lbangun sistem pasar
bebas dikawasan ASEAN.” Ide besar ini selanjutnya dirumuskan lebih detail dalam AEC
Bluepnnt.

Dalam konteks investasi, secara khusus AEC Blueprint membahas proses proses liberasi
dalam beberapa ketentuan mengenai Perlindungan Investasi (Insestment Protection) , Fasilitasi dan
Kerjasama (Facilitation and Cooperation), Promosi dan Kepedulian (Promotion and Awareness), setta
liberalisasi (Iiberatisation).”

Perlindungan investasi yang disepakati dalam AEC Blueprint adalah untuk menjamin
keamanan dan kepastdan hukum bagi investor dalam menjalakan usaha. Perlindungan ini
mencakup beberapa hal yang termaktub dalam arvicle 27 AGC Blueprint sebagai berikut : "

27. Provide enhanced protection fo all investors and their investments to  be covered under the comprebensive

agreement.

? Anthony Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Wakeu 1450 — 1680, Jilid 1 : Tanah Dibawah Angin , (Jakarta : Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 201 1) hal 3-5 :

" Anthony Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Wake 1450 — 1680, Jilid : Jaringan Perdagangan Global, (Jakarta :
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

" IX. Kesavapany and Rahul Sen , “4SEAN % Contrsbuting to the Brilding of an Asiair Ecomomic Comprunity™ dalam “Towards
An Asan Econonic Comimmnity Viision of New Era”, Editor : Nagesh Kumar (Institute OFf Southeast Asian Studies : Singapura :2004)
hal 43-44

12 Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, op cit hal 5

B AEC Bluepdnt op cit, hal 13-14

4 ALC Blueprint, ibid
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Actions:
i To strengthen among others the following provisions:

. investor-state dispute settlement mechanism;

§ transfer and repatriation of capital, profits, dividends, etc4

“ transparent coverage on the ecpropriation and compensation;

*  full protection and security; and

. treatment of compensation for losses resulting from sirife.

Selanjutnhya, ~Articke 28 AEC Blueprint tentang fasilitas dan kerjasama menyebutkan
pentingnya penyedethanaan prosedur melalui layanan satu pintu, badan investast dan forum
konsultasi, data base informasi dan aturan yang dapat diprediksi. Kebutuhan akan aturan yang
dapat dipetkitakan adalah kebutuhan multak dalam investasi jangka panjang dan pembangunan.”
Secara rinci bisa disebutkan sebagai berikut :'*

28. A more transparent, consistent and predictable investment rules, regulations, policies and procedures.

Alctions:
i Harmonise, where possible, investment policies to achieve industrial complementation and economic
integration;

i Streamline and simplify procedures for investment applications and approvals;

jii.  Promofe dissemination of investment information: rules, regulations, policies and procedures, including
throngh one-stop investment centre or investment promotion board;

iv.  Strengthen databases on all forms of investments covering goods and services Jo facilitate polcy formulation;

2. Strengthen coordination among government ministries and agenties concernedy

vi.  Consultation with ASEAN private sectors to facilitate investment; and

vi.  Identify and work towards areas of complementation ASEAN-wide as well as bilateral economic

Integration

Selanjutnya dalam Pasal 29 AEC Blueprint mengenai promosi dan kepedulian menyebutkan
p&l_u\nya membangun jaringan produksi diantara negara negara dan antata-perusahan besar dan
Usaha Kecil Menengah. Lebih jelasnya sebagai berikut :"

Promotion avd Awareness

——
29. Promote ASEAN as an integrated investment area and production network.

V> B¥iot M Bucg, ‘Law and Development : A Review of Literature & Critique of *Scholars in Self Estrangenient”, The American
Journal of Comparative Law, Vol 25: 1997 , Hal 507-508.. discbutkan bahwa hukum yang dapat mendukung pembangunan
adalah hukum yang bisa menciptakan stabilitas {sability) , dapat diperkirakan (predifabilty) dan berkeadilan (fairmess)

16 ATLC Blueprnt,  ibid

17 AEC Bluepsint, ibid I1al 14 - 15
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Actions:

2 Create the necessary environment to promote all forms of investment and new growth areas into ASEAN;

i, Promote intra-ASEAN investments, particularly investments from ASEAN-6 to CLMV;

ii.  Promote the growth and development of SMEs and MINEs;

. Promote indusirial complementation and production networks among MNCs in ASEAN;

v Promote joint investmen! missions that focus on regional chusters and prodwction networks;

v.  Extend the benefits of ASEAN industrial cooperation initiatives in addition to the AICO Scheme to
encosrage regional clisters and production networks; and

vi. . Work towards establishing an effective network of bilateral agreements on avoidance of donble taxation

among ASEAN countrics.

Dalam proses liberalisasi mewajibkan setiap anggota ASEAN untuk menyiapkan tata
aturan investasi yang bebas terbuka, seperti yang ditulis dalam AEC Blueprint article 30 sebagai
berikut :

30. Progressive liberalisation of ASEAN Member Comntries’ investment regime fo achicve free and open

investment by 2015.

Actions:

.. Extend non-discriminatory Ireatment, including national treatment and wiosi-favonred nation freatment, to
envestors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;

i.  Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Seciors
covering poods; and

at.  Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and ofher impediments, incliding

Dperformance reguirements.

Pembetlakuan prinsip Natwonal Treatment dan Most Favoured Nation diatas berakibat /
pemerintah negara negara ASEAN tidak boleh memberikan perl.mdungan secara khusus ataupup/
membeda bedakan investor asing dan lokal. Seperti dijelaskan berikut ini:

(1) National Treatment : Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum
yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan fivesion dalam
negeri . o

(2)  Most Favoured Nation (MFN): Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan
prinsip non diskrminasi diantara negara negara . Setiap negara tidak boleh membeda

bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

18 [ {uala Adolf, op cit
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Prinsip ini sebenarnya sudah dianut negara negara ASEAN dan pemerdntah Indonesia
sejak meratifikasi General Agreement On Tariff and Trade (GATT) atau pernyataan keikutsertaan
dalam World Trade Organization. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang Nomor 7
Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan
memberikan proteksi bagi semua pelaku ekonomi. Baik lokal maupun asing."

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang Undang No 25 tahun 2007 tentnag
Penanaman Modal (selanjutan ditulis UUPM).® Disebutkan dalam Pasal 1Ayat (1) UUPM .
Penanaman modal adalah. segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
manpun penanam modal asing unink melaknkan niaba di wilayah negara Republik Indonesia. Penyatuan
pengaturan antara investasi asing dan investasi lokal tersebut merupakan penetjemahan dari
prinsip Most Favonred Nation dan National Treatment . dimana pemerintah tidak lagi membeda
bedakan asal muasal investor. Semangat pasar bebas terasa kental dalam UUPM.*

Jika dilakukan pendekatan teoritss, prinsip National Treatment dan Most Favonred Nation
adalah sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls . Menurut Rawls keadilan bisa dicapai dengan
dua prinsip . Pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang
paling luas , seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini mengajatkan adanya
perlakuan yang sama bagi setiap pihak yang mempunyai kondisi yang sama. Kedna, bahwa
ketimpangan sosial dan ekonomi'mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapakan
memberi keuntungan bagi semua orang. Prinsip ini menunjukan adanya pengaturan untuk
perlakuan yang tidak sama bagi pihak pihak yang tidak sama kondisinya. Sehingga pengaturan
tersebut memberikan keuntungan bagi yang lemah *

Ketentuan investasi' dalam AEC Blugprint, sebenarnya merupakan penguatan dar

petjanjian sebelumnya yaitu Framework Agreement on The ASEAN Invesment Area (AIA) yang

o 1

19 Chia Siow Yue dan Joseph LLH. Tan : “An Overview of ASEAN in The WTO : Challenges and Regponses”, Institute of
South East Asian Studics Singapore : 1996) hal 4-14... baca juga penjelasan UUPM alinea ke 11 1 Perekononsian dunia ditandai ofeh
kompetisi antarbangsa yang semakin ketal sehingga kelijjakan penananan wiodal harus didorong antuk wendptakan daya seing perekononsian
nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia mennju perekonomian global, Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok
perdagangan, pasar bersawa, dan peganjian perdagangan bebas yang didasarkan otas sinergi kepentingan anfarpibok atan antarnegara yaig
mengadakan perjangian. Hal itu juga tegjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama interuasional yang terkait dengan penanaman
modal, baik secara bilateral, regional maupmn multilateral (World Trade Organigation/ WTO), menimbullean berbagai konseknensi yang harus
dibadapi dan ditaas,

2t Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah bentuk pembaharuan hukum dan
penyatuan dari 2 Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968
jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

2t Penjelasan Undang  Undang No 25 Tahun 2007 Tentnag Penanman Modal BAB [ Umum Alinca Ke Sembilan
Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai
perjanjian intecnasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang
pasar regional dan interasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakaa pengembangan ckonomi di wilayah
tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar intemasional dan scbagai daya dorong guna meningkatkan daya
tark pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perckonomian
nasional.

22 John Rawls, Teord Keadilan, (Pustaka Pelajac : Yogyakarta, 2006 ) hal 72 = 77,... lihat juga Achmad Ali, Menguak Teori
Hukum Dan Teori Peradilan , (Kencana : Jakarta , 2009) hal 274-279
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ditanda tangani di Manila 7 Oktober 1998.” Dalam klausula kerangka kerja ATA nampak sekali
semangat liberalisasi dalam investasi di kawasan ASEAN. Dari tujuan perjanjian AIA pada pasal
2 disebutkan secara tegas bahwa : This objectives of this Agreement are : To Establish s competitive
ASEAN Invesment Area with more liberal and transparent investment environment among member States in
order to : Substantially increase the flow of investments into ASEAN from both ASEAN and non ASEAN
Sonrces®

Lebih lanjut petjanjian itu dikuatkan kembali dengan ditanda tanganinya ASEAN
Comprebensive Investment Agreement (ACIA ) oleh Pemerintah Brunei Darussalam, the Kingdom of
Cambodia, Republik Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand
and the Socialist Republic of Viet Nam di Cha-am, Thailand, pada 26 February 2009.*

Walaupun perdebatan panjang mengawal proses pasar bebas tersebut, namun sepertinya
tidak ada pilihan hin bagi pemerintah untuk menutup diri dari berbagai proses regionalisasi
maupun globalisasi® Liberaslisme ekonomi adalah satu satunya pilihan dari hampir semua
negara.

Liberalisasi merupakan pola pembangunan ekonomi yang terbuka dan berorientasi
keluar. Liberalisasi ditandai dengan berkurangnya intervensi pemerintah terhadap pasar.
Pembangun ekonomi diletakan pada potensi transaksi bisnis dan perdagangan. Kebijakan
liberalisasi dicapai dengan melakukan pengutangan hambatan hambatan dalam petdagangan dan
memberikan subsidi ekspor *

Hal tersebut senada dengan teori klasik Wealth of Nation Adam Smith yang beranggapan
bahwa perdagangan bebas adalah suatu yang ideal . Perdagangan bebas justru akan meningkatkan
cfisiensi, skala ekonomi, persaingan produktivitas dan arus perdagangan, yang kesemuanya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Dalam khasanah teori pasar bebas, David Ricatrdo mengatakan bahwa sebaiknya setiap

unit (bangsa ) membuka pasar bebas karena tidak ada satupun bangsa yang mampu mencukupi

2 K. Kesavapany and Rahul Sen, “ASEAN ‘s Contributing to the Building of an Asian Economic Community” dalam *“Towards

An Asian Econonvic Conmimnily Vision of New Era", Editor : Nagesh Kumar (Institute Of Southeast Asian Studics : Singapura :2004)
hal 47

*# ASEAN Invesment Area , petjanjian ini kemudian direvisi beberapa hal pada 39th ASEAN Economic Ministers

(‘AEM7)  Meeting  held  in Makati  City, Dhilippines on 23 August 2007, diunduh  dan
hittp:/ /www. ASEAN. on:/communmu/ :\HL..»\N-cconum:c—commumty{cnrc;,,ury/ '\.SLAN-mvcstmcnt—nrca aia-council
5 ASEAN Comprehensive [nves Agreemen TA)... Diunduh dari hetp://www.ASEAN.org/news/ASEAN-

secretariat-news/item/ ASEAN-comprehensive-investment- agnx.mcm acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-
business-investment-environment

*Budi Winamno , Pertarnngan Negara vs Pasar, (MedPress,Jakarta : 2009) hal 43 — 74

# Santos & TPaulino :2005 dalam Sulthon Ajahrir Sabaruddin , “Simalasi Dampak Perdagangan Bitateral RI-China terbadap

Peret: Indonesia : Sebual) Pendekatan SMART Mode! *, Jurnal Gkonmoi Kunatitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013 , hal 88-89

L lem) & Sala-i- Mactm (1995) dalam Sulthon Ajahric Sabacuddin , “Siwwlkasi Dampak. Perdagangan Bdﬂrem/ RI-China
terhadap Pes au [nd < Sebud) Pendekeatan SMART Model *, Jurnal Likonmoi Kunatitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013 | hal 88-
89
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kebutuhannya sendirt. Sebuah negara hanya memerlukan keunggulan comparative yang menjadi
adalah perdagangan. Menurut teori comparative advantage, suatu negara akan memperoleh manfaat
dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di
mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana
negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien.”’ :

Menurut Kindleberger dan Lindert, (1978) bahwa perdagangan antar negara sebaiknya
dibiarkan secard bebas dengan seminimum mungkin adanya hambatan dan pengenaan tarif,
termasuk intervensi-pemerintah . Dengan pasar yang bebas akan memberikan manfaat bagi para
pihak , serta meningkatkan perdagangan dan berakibat akan meningkatkan kesejahteraan. *
Menurut Chacoliades dan Chaves (1993), dengan melakukan open economic, suatu negara memiliki
kesempatan mengkonsumsi lebili besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat
perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi. '

Jika dilihat dari masyarakat sebagai konsumen, perdagangan bebas justru memberikan
kesempatan mereka untuk mendapatkan keragamaan pilihan harga dan produk barang atau jasa
yang terbaik. Secara praktis, konsumen memiliki pilhan sesuai kemampuannya, sedangkan secara
normative, hak memilih konsumen tersebut dilindungi oleh Undang Undang Petlindungan
Konsumen.” '

Dari sisi pelaku usaha, pasar bebas mendorong adanya persaingan dan akses tntuk
berpartisipasi dalam pasar. Pemerintah hanya petlu menyiapkan instrument kebijakan menganai
hukum persaingan usaha dan anti monopoli. Kebijakan ini diyakini bukan dalam bentuk
intervenst pemerintah mengatur pasar, namun lebih pada kewenarigan pemerintah untuk menjaga
supaya pasar tidak diatur atur oleh pelaku usaha yang berupaya akan memonopoli pasar.”’ Pelaku
usaha didorong untuk melakukan efisiensi , sehingga menghasilkan produk yang terbaik untﬁk
konsumen , dan akibatnya perusahan akan sehat dan bertahan dalam pasat bebas.

Pasar bebas akan memberikan kemerdekaan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk

memilih. Dengan kebebasan untuk memilih produk dan menjalankan usaha, maka akan tercipta

2 Nenci dan Pietrobelli, 2007. Dalam Ridwan Hamdani', Pengaruh [Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan
Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekspoc-lmpor Cpo Indonesia Periode 1990-2009 Skripsi, Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung , 2012.. bandingkan dengan teori Absolute Advantage
dari Adam Smith, yaitu “ Setigp wegara akan mewiperolel manfaat pérdagangan Iinfernasional karena melakukan J:De.rmkm.rz _pmdmé.u dan

=y L .

meﬂgek.y:-ur barang jika negara tersebnt menilikd fennggulan nmtlake serta mengimpor barang jika negara tersebut roemiliks ket wgeutan

3 Aula Ahmad HMafidh SI%, Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektf Ekonomi Pertanian Di Indonesia, Fakultas [mu
Sosial dan Ekonbmi Universitas Negeri Yogyakarta, Hal 5-6 diunduh daxi http://staffuny.acid

3! Aula Ahmad Hafidh SF, ibid

32 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pedindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf b discbutkan : Hak
konsumen adalah : hak antuk memitih barang dan/ ataw jasa serta mendapatkan barang dan/atax jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kandist serta jamtinan yang dijanjikan

3 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Schat...
didalam undang undang tersebut diatur berbapat kegiatan bisnis dan perjanjian yang dilarang karena akan mengakibat praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak schat

~ 19 ~
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kesejahteraan dalam masyarakat. Milton Friedman dan Rose Friedman dalam bukunya Frez %
Choose menjelaskan bahwa masyarakat sebaiknya diberikan kebebsan untuk memilth, dengan stapa
meteka berdagang dan beketja sama secara sukarela.

Setiap manusia, sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan dibiarkan sepenuhnya
bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan untuk membawa
industry maupun modalnya berkompetisi dengan yang dimilki oleh manusia lain. Hal itu tidak
akan berlangsung kecuali masing masing pihak mmenyakini akan mendapatkan keuntungan dati
padanya. Tugas pemetintah hanya pada 4 hal yaitu : (1) menjaga masyarakat dari kekerasan dan
kejahatan ; (2) Menjaga masyatakat dari penindasan dan ketidak adilan ; ( 3) menyedtakan
pelayanan public dan infrasturktur ; (4) mengutus anggota masyarakat yang belum bisa
bertanggung jawab atas pilihan bebas seperti anak anak, orang tua atau orang tidak mampu.*

Oleh karena itu , upaya pemerintah melakukan proteksi dalam pasar bebas justru

bukanlah bagaian yang disarankan secara teord. Secara praktik juga akan berakibat , jika suatu
pemerintah melakukan hambatan dan proteksi , maka negara lain juga akan memperlakukan hal
yang sama kepadanya.” Pemerintah sebaiknya menyediakan system hukum yang mendorong dan
menjamin agar ckonomi betjalan seefisien mungkin.™

China adalah cerita sukses negara dalam melakukan liberalisasi. Walaupun sebelumnya
China selama 50 tahun memproteksi diti dengan kebijakan tirai bambu. Fakta menunjukan
bahwa dengan liberalisasi, China mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata rata 8-10 persen
pertahun selama 10 tahun . Hingga tahun 2020 , diramalkan Produk nasional bruto China akan
melebihi Ametika®. Dikatakan oleh N.Mark Lam dan John Graham bahwa pencapaian seluruh
pertumbuhan China bergantung pada kemampuan China untuk menghilangkan hambatan

hanbatan Industri, mengimport teknologi modern, proses privatisasi petusahaan perusahaan milik

negara yang kelebihan tenaga kesja yang tidak efisiensi dan terus mendatangkan investasi asing.™

3 Milton Dan Rose Friedman, Free To Choose; A Personal Statemen, ( Pustaka Pelajar : Yogyakarta , 2013 ) hal 27-35
... pendapat ini pengembangan dari pada ajacan Adam Smith scbagai berikut 1. Menarat systent kebebasan alanti, pengnasa (pemerintal
barya memiliki tiga tugas wntuk deurns. Tiga tugas itw menntlikd tingkar kepentingan yang besar, retapi sederhana dan dapat dimengerti bagi
peinahaman biasa. Pertama tugas melindungi maagyarakat dari kekerasan, Kedra, tugas nielindungt masgyarakat dari ketidak adilan atan penindasan
dari auggota lain. Ketiga, kewajiban menyelengarakan serta memperiahankan pekerjaan nwtns dan lemrbaga public tertentu, yang tidak pernah
menarik bagi individy atan sekelomipok kecil individu untuk mendirikannya kareva kenntungannya tidak pernal dapat meatupi biaya yang
dikelnarkan.

# Nenci dan Pictrobelli, 2007. Dalam Ridwan Hamdani , Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan
Produk Domestik Brato Terhadap Pertumbuhan Lkspor-lmpor Cpo Indonesta Tedode 1990-2009 Skripsi, Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung 2012

36 David Fricdman (1987). “law and cconomics,” The New Palgrave: A Didtionary of Econoruicr, v. 3, p. 144. dalam Trisoko
38, Analisis Ekonomi Atas Hulkum (Lconomic Analysis of Law), Diunduh daci
https:/ /breathdjustice. wordpress.com/2012/01/09/ analisis-ckonomi-atas-hukum-cconomic-analysis-of-law/. .. Llhat  juga

Richaed Posner , Economic Anlysis of Law , Fifth Edition, (Aspen Publisher : New York, 1998).

31 Gregory C Chow, Memahami Dalieatuya Ekonomi China, (Netagraf, Solo: 2011), hal 69-73

M N.Aack Lam dan Joho Graham, “Ching Now : Berbisuis Di Pasar Paling Dinamis Di Dania *, (Gramedia @ Jakarta : 2007) |
hal 54-55
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Ekonomi China banyak dijadikan rujukan bagi negara negara lain dalam merumuskan
kebijakan dan strategi. Investasi Asing telah memberikan sumbangan sangat besar pada
perkembangan ekonomi negara tersebut. . Investasi asing juga menjadikan perusahan perusahaan
lokal , baik milik negara maupun milik swasta menjadi efisien dan berdaya saing. Bahkan saat ini ,
China telah berubah menjadi investor di negara negara lain. Cadangan valuta asing di luar negeri
mencapai 2 Trilyun Dollar Ametika dan telah diinvestasi kan diberbagai negara di Asia , Korea
dan Amerika. China tidak lagi menjadi tuan rumah bagi investor asing, tetapi telah mengendalikan
kepentingan ekonominya melalui investasi ke luar negeri pada sector sector industry strategis. Ini
semua diawali dari kemampuan China memanfaatkan investasi asing.

Indonesia dengan segala keberkahan yang dimiliknya diharapkan bisa menjadi macan Asia
selain China , Korea dan India. Posisi geografis Indonesia yang paling strategis di Asia dan
mendominasi ASEAN ditasbihkan sebagai Poros Maritime Dunia . Posisi dimana arus transaksi
perdaganan dan pembangunan ekonomi yang mulai bergeser dari kekuatan barat (Eropa
Amerika) menuju ke timur ( Asia). Dapat dipastikan akan menjadi wilayah yang memiliki
intensitas perdaganan terbesar di seluruh dunia.

Seperti keterangan Sulistiowati dan Ahmad Nabriz dalam hasil penelitiannya: *

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas laut hingga
5,8 juta km® dan lebih dari 17.500 pulau dengan panjang pantai 95.181 kilometer. Secira
geostratejik, Indonesia membentuk perlintasan dua Samudera Pasifik dan Hindia, serta
menyembatani dua Benua Asia dan Australia. Keunggulan lainnya adalah Kepulauan Indonesia
memiliki alur laut berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda ,
Selat Lombok dan Selat Makassar dan Selat Ombai Wetar. Sebagian besar pelayaran utama dunia
melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya”

Tentunya kelimpahan rejeki bagi negara negara yang mampu memanfaatkan situasi
tersebut. Lebih dati itu, pada tahun 2010 - 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi
seperti yang dinyatakan dati hasil penelitian McKinsey Global Institute. Dimana penduduk usia
Produktif lebih tinggi dari pada penduduk yang menjadi beban.*

3 Gregory C Chow, op cit hal 75-78

" Sulistiowatd & Ahmad Nabnz, ‘Kagian Hukun Kepenilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran”, Flasil Penclitian yang di
presatasikan pada Focus Group Discussion Kajian Madtime T'ransportation Reform, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ,
Kamis, 26 Maret 2015 hal 1 .

41 Mc Kinscy Global Institute, “The Archipelago Eeomomic : Unleashing Indonesia’s Potential”, Mc Kinscy & Company ,
September 2012, Diunduh daci http:/ /www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipclago_cconomy... lihat juga Abdan
Syakura, Menuju Indoncesia 2030: Unleashing Indonesia's Potential,... diunduh dad
http:/ /syakuraaa blogspot.com/2013/04/ resume-menuju-indonesia-2030-unleashing.html... Secara lebih rinci, hasil penelitain
McKinsey tersebut memberikan peluang dan pengharapan yang besar bagi Indonesia tahun 2030 menjadi negara no 7 terbesar di
dunia . Beberapa catatan dari hasil riset terscbut adalah @ 1. Perckonomian [ndonesia akan berkembang tidak hanya di Jakarta,
namun juga dikota kota besac lainya sepecti Medan Makasar Surabaya ; 2. Perckonomian Indonesia akan maju apabila dapat
mengelola potensi yang dihadapi {wreering the Challenges Fadng Indoneria) yaitu : (1) Tranfonmasi Jasa layanan Konsumen (consuamer

-
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Kondisi diatas merupakan peluang yang sangat bagus bagi kemaujan ekonomi Indonesia.
Namun demikian, kondisi ini bersamaan dengan dimualinya arus bebas investasi AEC. Artinya ,
berkah poros maritim dunia tidak saja menjadi peluang bagi investor Indonesia tapi juga menjadi
kesempatan bagi pelaku bisnis dari seluruh masyarakat ASEAN. Apabila tidak mampu mengelola
dan mengawal proses liberaslisasi tersebut, maka kesempatan emas akan dimanfaatkan oleh
pihak asing.

Untuk meyelaraskan kebijakan liberalisasi yang telah disepakati dalam AEC Blueprint
diatas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan sebagai bentuk
harmonisasi hukum. Strategi kebijakan investasi yang dirumusakan dalam UUPM ‘adalah bagain
proses harmonisasi tersebut. Cara pandang tethadap pembangunan ekonomi dengan batas batas
wilayah nasional telah dirubah dengan cara pandang regionalisasi dan globalisasi . Walaupun
banyak pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, tetap saja pemerintah melakukan usaha usaha
untuk mendukung perjanjian internasional ini. Seperti halnya semangat petjanjian ASEAN
Economic Community untuk menjadi One Vision, One Identity, One Community.””

Beberapa kebijakan yang tertuang dalam UUPM betkait dengan proses hatominsasi
kebijakan AEC adalah sebagai berikut :

Pertama : Bahwa dalam regulasi investasi di Indonesia secara tegas menerapakan liberalisasi
investasi. Hal tersebut dapat dﬂjhat dalam diktum Menimbang hurf ¢ UUPM, babwa unink
mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewsjudkan kedawlatan polifik dan ekonomi Indonesia
diperiukan peningkatan penanaman modal nniuk mengolal potensi ckonomi menjadi kekuatan ekonomi risl

dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri manpun dari lnar negers.

Kedna , dalam Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 6 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa dalam menetapkan
kebijakan dasar tentang penanaman modal, pemerintah “Gkan memberi perlakuan yang sama bagi
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang berasal dari negara mana pun dengan letap

memperhatikan kepentingan nasional”.

Ketiga, bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan kepada semua investor untuk
berinvestasi pada semua bidang usaha kecuali yang dilarang dengan ketentuan perundangan .
Seperti yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) : Semwa bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaba atau jenis nsaba yang dinyatakan fertutup dan terbuka

dengan persyaratan.

Services); (b) Menaikan produktifitas pestanian dan perikanan (Agriaudtnre and fisheries); (¢) Membangun sumber daya economy (ereate
resource sneart esonomic); (d) Membangun ketrampilan sumber daya manusia (buman capital).
2 ASEAN MOTTO htep:/ /www. ASEAN.org/ ASEAN /about-ASEAN/ASEAN-motto
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Selanjutnya. akan- dijelaskan beberapa model strategi kebijakan pemerintah dalam
memberikan perlindungan kepada investor lokal dalam arus bebas investasi.

1. Kebijakan Tertutp Dan Tetbuka Dengan Syatat Bidang Usaha Bagi Investor Asing

Dalam Peraturan Presiden Nomor 3‘9 Tahun 2014 (Perpres 39) , dijelaskan secara rinci
Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modalyaitu secara _tegas menyebutkan argumentasi
penyesuaian terhadap Perjanjian AEC. ¥ Dalam Pelrprcs 39 tersebut ada 2 lampiran yang berisi
daftar tertutup untuk investasi dan daftar terbuka dengan syarat dapat dilihat dalam bagan 1
berikut ini. '

Lebih rinci dalam sub bidang bisa dilihat dari bagan 1 b’cﬁkut ini :

Perpuex A9/ 2014
Bidang, Tertutup Sub Kelompok
Ferbuka dengan
F-'lr“‘.\mran

Ferrlanisn ES 19
Eewh:lamn 2 23
Kelautan dan Petikanan ] b &
ESOM < i3
Perindustrian 3 35
;;rl.aiwnan dan Kearmansn 4] 4
Farumahan Rakyar Q o
Pekaraan umum Q -]
Perdagangan R4 ] 11
Parmwizata dan Ekonomu Kreanf z s
Perhubungan 5 24
Komunikast 830 In1ormatiia 1 11
Keuangan a &
Perhankan a &
Navarrrans a s
pendidtkan dan Kebudayaan 2 4
Kasahatan (3] as

| fortal 1% 2In

Sulistiowatt & Ahmad Nabriz menjelaskan mengenai bidang usaha tertutup dan bidang
usaha terbuka dengan syarat sebagai berikut : *

“Bidang Usaha Tertutup pada umumnya, adalah usaha-usaha yang dianggap sebagai
sektor yang dapat merusak ckosistem laut, industri yang dapat merusak lingkungan hidup
dikarenakan substansi kimia berbahaya serta berpotensi sebagai seajata kimia, industd alkohol

dan usaha perjudian dikarenakan bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat, serta

3% Dalam diktum menimbang hueuf b Peratwran Presiden Nomor 39 Tahun 2014.discbutkan  bahwa untuk lebih
meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya
dengan Assodation of Southeast Asian Nations| ASEAN Economic Connmmity (ALEC), dipandang pecdu mengganti ketentuan mengenai
daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

# Sulistiowati & Ahmad Nabrix, ‘Kajian Huknnr Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayarar”, Hasil Peoelitian yang di
presntasikan pada FPocus Group Discussion Kajian Maritime ‘I'aansportation Reform, Fakultas Flukum Universitas Gajah Mada ,
Kamis, 26 Maret 2015

it I
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sektor-sektor strategis dan betkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia seperti dalam industri
perhubungan dan komunikasi.

Pada sisi lain, Bidang Usaha Terbuka Dengan Syarat adalah sektor usaha yang dibuka oleh
Pemerintah Indonesia namun dengan terebih dahulu memenuhi persyaratan yang digatiskan
pemetintah dalam bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, bidang usaha
yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya oleh undang-undang, bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang memerlukan pctlijinan khusus.”

Strategi kebijakan melalaui pembatasan dengan syarat juga dilakukan oleh pemerintah.
“Dengan Syarat” Dalam Perpres 39 tersebut yang dimasud adalah memberi batasan bagi investor
asing dengan ketentuan sebagai bertikut : (a) Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Kopetasi ; (b) Kemitraan ; (c) Kepemilikan modal asing ; (d) Lokasi tertentu ; (¢) Perizinan
khusus; (f) Modal dalam negeri 100% ; (g) Kepemilikan modal asing serta lokasi ; (h) Perizinan
khusus dan kepemilikan modal asing; (i) Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus ; ()
Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara
ASEAN. ®
Dapat dilihat contohnya dalam bagan 2 berikut ini: *

) Fersyaratan Uraian Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI - -
aiblc|ld|le|f|leg|b|i]|i c 4 [
1. |Usaka perbenihan /pembibitan =) -l=-1-1"]-]-[saxsima - Relomerdasi

tnnamman pangan pokok dengan haas 9% Menterl
lekih dari 25 Ha: Pertanian
- Padi 01120

= Jagung 01111

- Redelai 01113

- Kacang Tanah 01114

- Kacang Hijau 01115

- Temaman pangan [sinnya fubi 01135

kayu dan ubi jalsy)

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk bidang Usaha perbenihan /pembibitan
tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha, kepemilikan asing diperbolehkan maksimal
sahamnya 49 % dengan Rekomendasi menteri Pertanian .

Perpres 39 / 2014 tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menyiasati arus
bebas investasi untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal. Artinya, ada berbagai bidang
usaha yang tidak diberlakukan secara terbuka keseluruhan bagi investasi asing;

Misalnya berkaitan dengan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUPM yang menyebutkan :

“Penrerintaly wajib menetapkan bidang nsaha yang dicadangkan wntuk nsaba mikro, kecl, menengab...”.

# The [ndonesia Nethedands National Legal Reform Program (NLRP) |, “Tkbtiser dan Ketentwan Penanaman Modal *
(Gramedia , Jakacta: 2010), hal 34 -36
% Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 4

v )
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Selanjutnya Perpres 39 mengatur bidang bidang usaha yang tidak boleh dilakukan oleh investor
asing, karena hanya diperunntukan bagi investor UMKM dan Koperasi .
Dapat dilihat contohnya dalam bagan 3 bertkut ini :

-Pu‘yuﬂna ) % Urnian Persyareton

No. Bidaog Usaha HBLI :
aflble|d|e|f|glbji]|] K- d e
1. |Ferikaman Tengltap Dengan 03111 Jlal=l:|s1z]lst=]=]% =) - -
Uenpgrunslean Tapal Peranghap

[zan Berukwran Sampai Dengar 20
GT, & Wilaysh Perairan Sampai

Densgzn 12 Ml

3. |Usaha Fenpolahan Hasll Peribaman | 0324 [ | - | -| -] -|-{-|-|-]- = a =
yare Dilalukan Secara Terpsdu 03122
dergan Penangjcapen kan di

Perzirar. Umum

Ket : a adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi

Selanjutnya disajikan contoh bidang usaha yang murni 100 % hanya untuk investor lokal

" N - - — ™ _H\Pihrtl T —
o ) afble|dle|Cig|b|i]} c d .
2t_ |Usaks pamanfagtan hrsd hutsn e |- -1 -]~ - JI o [ofm]] s 5
Ry pada hitay alye
22, [Pengadasr doan peredarar benthdan [ 02338 | < [ =] - [« [ F i} -] - . .
bt taneman hwlan (theper dan t
impor tenih dan bikE tanaman [
hutsr)
25. |Uscha pemanieetan jasa ingranpar | 02205 | - [ -| - |-{-| ¥ ‘ -1-1-1- -
aiy di fawacan hutan

Ket ; f adalah bidang usaha yang diperuntukan Modal dalam negeri 100%

Secara teoritis , kebijakan memberikan batasan bagi investor asing untuk memberikan
petlindungan bagi investor lokal sesuai dengan prinsip kedua Teor keadilan John Rawls.
Khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang dianggap mempunyai posisi yang lemah, adalah

sepatutnya apabila pemerintah memberikan aturan yang menguntungkan baginya.*

2. Kebijakan Divestasi Bagi Investor Asing

Pemerintah juga melakukan upaya melindungi investor lokal dengan pembatasan
kepemilikan investor asing. Kepemilikan perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia
sahamnya didominasi oleh investor asing atau bahkan 100 % milik asing harus “dipaksa”
melakukan divestasi saham. Menurut pasal 1angka 8 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud
Divestasi sabam adalal jumlab saham asing yang harus ditawarkan nntnk dijnal kepada peseria Indonesia.

Divestasi yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing

7 Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 23
# John Rawls, op cit hal 72 - 77,

L [
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untuk secara bertahap mengalihkan sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Istilah lain untuk
kebijakan yang di Indonesta disebut Indonesiasi saham.*

Dalam Pasal 97 ayat (1) PP no 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa Moda/ asing pemegang IUP
dan TUPK setelah 5 (linid) tabun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sabamnya,sehingga sahamnya
paling sedikit 20% (dua pulub persen) dimiliki peserta Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 97 disebutkan :

(1) Pemegang TUP dan IUPK dalam fangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima)
tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada
tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

Kemudian ditubah melalui Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang perubahan
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010. Dalam pasal 97 dijelaskan bahwa proses divestasi
saham diatur secara lebih rinci dengan jumlah prosentase yang berbeda beda.

Peraturan Pemerintah mengenai divestasi saham pada perusahaan tambang asing dapat
dibenatakan melalui pendekatan hukum. Bahwa dalam konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang mengnasai hajat bidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan
alam yang ferkandung di dalamnya diknuasai oleh negara dan diperyunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Makna “diknayai oleh negara” salah satunya dapat ditafsitkan bahwa Negara berwenang
untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergrmning), lisensi (ficentie), dan konsesi
(consessie) yang telah dikeluarkan.™

Berbagai mekanisme diatas adalah upaya-upaya memberikan petlindungan bagi investor
lokal . Secara normative dianggap cukup untuk melakukan perlindungan bagi pelaku usaha
domestic dan menjaga kepentingan ekonomi nasional. Namun hal ini masth menyisakan
persoalan dilapangan.

Hasil penelitian ~ Sulistiowati & Ahmad Nabtiz tentang Kajian Hukum Kepemilikan
Asing Dalam Bisnis Pelayaran menujukan problema tersebut. Bahwa dalam Perpres no 39 tahun
2014 membuka usaha penganlgkutan laut bagi investor asing dengan syarat. Syarat tersebut adalh
kepemilikan saham asing 49 % dan harus betkongsi dengan investor lokal 51 %. Bahkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 jo UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¥ “Divestasi dan Kontrak Karya” , Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hlukum Universitas Hasanuddin,
diunduh daci https:// hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/ divestasi-dan-kontrak-karya/

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 judicial ceview UU Migas. Dimuat dalam Berita
Negrara Republik Indonesia Nomor o Tahun 2005 diunduh dad
https:/ /hukumperdataunhas.word press.com/2013/04/16/ pembelian-sa ham-pt-newmont-nu sa-tenggara-nnt-oleh-pemerintah-
pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/
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menyebutkan bahwa Indutri pelayaran di utamakan untuk investor lokal berdasarkan asas
Cabotage, yaitu prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu
negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. *'

Prinsip cabotage ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara mendukung
perwujudan wawasan nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi
perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan. Sulistiowati & Ahmad
Nabriz memberi uraian tentang penerapan asas cabotage dibawah ini. >

"Pemerintah menerapkan prinsip cabolage untuk memberdayakan pelaku industri angkutan
laut nasional. Penerapan ini ditandai oleh aturan yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera
Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia untuk melayani angkutan laut dalam neger. Penerapan prinsip
caborage dari tahun 2005-2012, jumlah armada pelayaran nasional meningkat dari 6.041 unit kapal
(5,67 juta GT) pada Maret 2005 menjadi 11.791 unit kapal (16,63 juta GT) pada November 2012,
atau mengalami peningkatan sebanyak 5.750 unit kapal (95,18 %).

Namun demikian, pelaku bisnis angkutan laut nasional belum mampu mengembangkan
armada kapal dengan kapasitas angkut yang besar. Keterbatasan armada kapal berkapasitas besar
ini menyebabkan pertumbuhan armada kapal laut nasional ini baru mampu merebut pangsa pasar
angkutan laut domestik. Implikasinya, kegiatan pengangkutan ekspor dan impor masih tergantung
oleh armada kapal asing, sehingga muatan barang ekspor dari dalam menuju luar negeri atau
sebaliknya harus dialih muat ke kapal asing. Padahal, potensi muatan ekspor dan impor jauh lebih
besar dibandingkan luar negeri. Sementara itu, kemampuan pembiayaan Indonesia hanya
tethitung 150-300 juta USD Besarnya kebutuhan dana bagi pengadaan kapal berkapasitas besar
ini menjadi kendala utama bagi pengembangan daya saing armada kapal nasional.”

Selanjutnya, kasus Newmont dapat dijadikan contoh adanya persoalan dilapangan dari
implementasi peraturan divestasi tersebut. Proses divestasi yang berujung konflik akhirnya harus
dibawa ke Arbitrase Internasional. Pihak Newmont terpaksa harus menjual sahamnya pada
pemerintah sebesar 17 % yang belum dilaksanakan. Sesuai kontrak dengan pemerintah,
Newmont harus menjual saham secara bertzhap hingga mencapai 51 persen pada 2010.%
Walaupun pada akhirnya pemerintah memenangkan kasus tersebut , tetapi muncul persoalan
tentang sumber dana yang digunakan untuk membeli saham senilai 12,8 Trlyun. Bahkan

persoalan ini bertambah panjang karena sengketa kewenangan pembelian saham tersebut anatara

3l Catatan  Kuliah  Fakultas  Hukum, “Hokum pengangkutan  laut @ asas cabotage”, diunduh  dari
https:/ /kulizhade.wordpress.com/2010/01/28/hokum-pengangkutan-laut-asas-cabotage/
52 Sulistiowan & Ahmad Nabriz, op cit . hal 2-3

33 Lawan Newmont, Pemerdntah RI Menang, diunduh dari
http:/ /www.kompas.com/cead/xml/2009/04/01/09171670/lawan.newmont.pemerntah..menang
~27 ~
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pemetintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kasus ini berujug di

bawa ke Mahkamah Konstitusi. **

Tulisan ini tidak akan membahas rinci persoalan kasus
tersebut. Namun petsoalan diatas dapat menggambarkan bahwa masih banyak persoalan didalam
praktek.

Persoalan ini yang menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Pada saat melakukan
strategi kebfjakan untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal, namun pada kenyataanya
ada berbagat ketidakmampuan dari investor lokal dan ketidak siapan pemerintah dalam mengurus
investasi . Hal ini juga yang menjadi catatan mengapa bidang usaha bagi investor asing yang diatur
dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2010,” kemudian diperluas dengan Peraturan Presiden 39
tahun 2014. Mungkin pemetintah betharap bahwa perkembangan ckonomi bangsa Indonesia
harus lebih diutamakan, datipada mempersoalkan ini bagian dari karya anak bangsa atau karya

bangsa asing.

D. Kesimpulan

ASEAN Economic Community Blueprint adalah sebuah petjanjian yang membuka pasar
bebas ASEAN. Dimana arus bebas investasi adalah salah bagian dari dari 5 arus bebas yang
disepakati ytaiatu arus bebas modal, produk barang dan jasa serta tenaga ketja terlatih.
Berdasarkan pendekatan teoti maupun dampak yang dari adanya arus bebas invenstasi
menunjukan akibatkan positif pada perkembangan ekonomi. Konsumen akan mendapatkan
berbagai pilahan produk barang dan jasa yang dapat terjangkau, sedangkan para pelaku usaha
mendapatkan kesempatan yang sama untuk betsaing dengan sehat.

Dati sisi strategi kebijakan mengenai investasi, di Indonesia telah disiapkan berbagai
instrument hukum yang mendukung proses arus '-bebas kesepakatan AEC tersebut. Aturan
tersebut dianggap cukup memberikan kesempatan pada masuknya investasi asing dengan
memberikan perlakukan yang sama dengan investor lokal. Namun pada saat yang sama,
instrument hukum tersebut juga memberikan petlindungan bagi investor lokal. Melalui Undang
Undang Penanman Modal dan berbagai peraturan terkait, investor lokal dilindungi dengan cata
memberikan batasan bidang usaha dan syarat bagi investor asing. Pembatasan itu dalam bentuk
pola kemitraan, pembatasan kepemilikan saham, bidang usaha hanya untuk penanam modal

dalam negeri serta bidang usaha yang dicadangkan bagi UMIKKM. Bentuk petlindungan lainnya

54 MK Tolak Gugatan Pemerintah Terkait Saham Newmont
Selasa, Suaa Pembaharuan 31 Juli 2012, diunduh dar hep://sp.bedtasatu.com/home/ mk-tolak-gugatan-pemerintah-tedkait-
saham-newmont,/22926
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adalah memberikan kesempatan ikut serta investor lokal dalam bidang usaha yang dikelola

investor asing melalui divestasi.
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